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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah
dalam pembuatan peraturan daerah tentang APBD. Anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam
pembuatan APBD dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, menggambarkan dan menganalisis
APBD dan pengentasan kemiskinan. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan strategi penelitian
studi kasus pada penyusunan dan pembuatan APBD. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
observasi, dan kajian dokumen. Informan yang dipilih secara purposive sampling yang terdiri dari aktor
aparat pemerintah daerah provinsi, anggota DPRD, LSM, tokoh masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah
dalam pembuatan peraturan daerah tentang APBD adalah hubungan diametral sesuai dengan kedudukan,
tugas, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Hubungan dapat dilihat
dari penyerapan aspirasi masyarakat, penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) prioritas dan plafon
anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati,
selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Aparatur
pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam pembuatan APBD tahun 2013 berpedoman pada peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD, dan tetap
memperhatikan beberapa prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, dan
akuntabilitas. APBD tahun 2013 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah
relatif masih kecil kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan, namun ada program pemerintah daerah
provinsi Sulawesi Barat yaitu “Program Bangun Mandar” yang berbasis pada pembangunan masyarakat
yang dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan APBD untuk penanggulangan kemiskinan di
provinsi Sulawesi Barat.
Kata Kunci : Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Perda tentang APBD,
Pengentasan Kemiskinan.
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ABSTRACT
This study aims to describe and analyze the relationship between Regional Representative Council and
government in making local regulations about the Regional Budget. Members of Regional Representative
Council and local government officials in making the regional budget by the application of the principles
of good governance, the public perception of the regional budget and poverty alleviation. This research
uses qualitative descriptive method and the case study type in the preparation and making of the regional
budget. Data collected through interviews, observation and document review. Informants selected by
purposive sampling consisting of District local government officials actors, legislators, community
leaders, NGOs, members of poor communities. The results showed that the relationship between
Parliament and local government district in making local regulation about the regional budget is the
partnership in accordance with the assignment of authority stipulated in the laws of local governments.
Initiative of regional regulation draft on the regional budget comes from the local District Government
instead of Regional Representative Council. Regional Representative Council and local government
relations can be seen in the absorption community aspirations, the delivery of the General Budget Policy,
priorities and platfon Provisional Budget by the local government to the Regional Representative Council
to be discussed and agreed. Furthermore, district government submitted the draft law on the budget
accompanied by explanations and documents to Regional Representative Council for discussion and
approval into law the budget. Local government officials and members of Regional Representative
Council in the budget-making guided by Regulation 37 Year 2014 and the actor both local governments
and legislators have not optimally apply the principles of good governance in making of the regional
budget that consisting of revenues, expenditures and financing county area is still considered a minor
contributor of poverty reduction, but there are local government efforts in poverty reduction in five
district through insedentil assistance to the poor.
Keywords : Regional Representative Council and Local Government Relations in the Making
Regulation on Regional Budget, Poverty Alleviation.
